
 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan. 

1. Peran perangkat Desa Masria Baru dalam pencatatan 

kematian berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2013 telah dilaksanakan secara proaktif melalui tindakan 

pendataan langsung ke rumah duka, verifikasi dokumen 

kependudukan oleh Sekretaris Desa, serta penerbitan surat 

keterangan kematian tanpa dipungut biaya. Meskipun 

implementasinya masih menghadapi kendala teknis seperti 

ketidaksesuaian NIK pada dokumen warga dan 

ketergantungan pada sistem pengiriman ke tingkat 

kabupaten, perangkat desa tetap berupaya memberikan 

pelayanan cepat dengan estimasi penyelesaian satu hingga 

dua hari kerja. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi 

administrasi di tingkat desa telah berjalan efektif sebagai 

garda terdepan dalam proses pemutakhiran data 

kependudukan nasional. 

2. Peran perangkat Desa Masria Baru dalam pencatatan 

kematian berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2013 perspektif Siyasah Tanfidziyah, Ditinjau dari perspektif 

Siyasah Tanfidziyah, kinerja perangkat desa tersebut 

mencerminkan implementasi nilai-nilai kepemimpinan 

Islam dalam pelaksanaan regulasi negara. Praktik verifikasi 

data yang ketat menunjukkan perwujudan sifat amanah dan 
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tanggung jawab untuk menjaga kebenaran informasi, 

sementara pelayanan tanpa biaya mencerminkan prinsip 

keadilan dan kesetaraan (al-musawah) bagi seluruh lapisan 

masyarakat. Transformasi ke sistem digital dan percepatan 

durasi pelayanan menjadi bukti penerapan semangat 

memberikan kemudahan (al-taysir) bagi umat. Selain itu, 

upaya pengarsipan buku register manual dan 

pendampingan administratif bagi warga yang berduka 

menunjukkan fungsi perangkat desa sebagai pelayan 

masyarakat (khadimul ummah) yang senantiasa 

mengedepankan kemaslahatan umum (al-maslahah al-

mursalah) serta ketelitian hukum (itqan).  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitrian mengenai peran perangkat desa 

dalam pencatatan kematian berdasarkan undang-undang 

nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan yang 

berpokus pada akta kematian. Maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut   

1. Pemerintah Desa Masria Baru 

Penulis menyarankan agar Pemerintah Desa Masria Baru 

lebih konsisten dalam menjalankan program pendataan 

langsung agar tidak ada peristiwa kematian yang terlewat 

dari catatan administrasi.  

2. Masyarakat Desa Masria Baru 

Penulis sangat mengharapkan adanya peningkatan 
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kesadaran untuk segera melaporkan peristiwa kematian 

anggota keluarga tanpa menunggu batas waktu maksimal 

guna menjamin kepastian hukum kependudukan.  

2. Bagi peneliti selanjutnya  

a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk 

kajian lebih lanjut yang mengangkat isu serupa dengan 

pendekatan yang lebih luas baik dari sisi undang-

undang dan siyasah. 

b. Di harapkann untuk melakukan perluasan lokus 

penelitian, misalnya dengan melakukan studi 

komparatif antara desa yang telah menerapkan sistem 

administrasi digital sepenuhnya dengan desa yang 

masih menggunakan sistem manual.  

c. Diharapkan dapat mendalami perspektif hukum islam 

lainnya, seperti implikasi tertib administrasi kematian 

terhadap hukum kewarisan Islam atau efektivitas 

penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.  
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